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Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan
sebagal pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti, serta untuk mengetahui akibat hukum atas akta
yang dibuat oleh notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengaj ukan permohonan
cuti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang
sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara
kepada narasumber atau informan untuk mendukung data sekunder dalam penelitianini.

Tesisini membahas mengenai Notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat Negara tanpa mel akukan
cuti, masih adanya notaris yang melanggar ketentuan tentang rangkap jabatan, berhubungan erat dengan
rendahnya nilai moral yang dimiliki oleh Notaristersebut. Selain itu pengaturan tentang rangkap jabatan
yang terkesan masih kurang optimal, sanksi yang kurang tegas, serta pengawasan yang kurang optimal
terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan adal ah alasan lainnya kenapa masih ada notaris yang
melakukan rangkap jabatan.

Hasil penelitian dari tesisini yaitu akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat
negara tanpa mengajukan permohonan cuti yaitu dijatuhi sanksi pemberhentian dengan hormat, dan akibat
atas akta yang notaris tersebut buat pada saat merangkap jabatan adalah aktanya tetap autentik, penulis
menyarankan bahwa perlu dilakukan revis terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris terutama yang
berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagal Pejabat Negara,
serta diperlukan peran serta Majelis Pengawas Notaris untuk mengawasi Notaris dalam hal pelaksanaan
jabatannya.

...... Objective of thisthesis was to determine the legal consequences of the notary who doubled as state
officer without requesting leave permit, as well asto determine the legal consequences deed made by the
notary who doubled as state officer without requesting leave permit. The method used in thisresearchisa
normative juridical research, which can be obtained from the source material library and study documents,
as well as the authors conducted an interview to the informant or informants to add information for this
study. This thesis discusses the Notary concurrent positions as state officer without requesting leave permit,
the persistence of the notary who violates the provisions of the double post, closely linked to the low moral
values possessed by the Notary. Besides the rules of the double post that seemed still less than optimal,
sanctions are less assertive, and less than optimal supervision of the notary who perform concurrent
positions is another reason why there are notaries who do double post. The research result of thisthesisis
the legal effect of the notary who doubled as state officials without applying for leave is sanctioned


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20422966&lokasi=lokal

dismissal with respect and due upon notarial deed which is created during concurrent position is the deed
remain authentic, the authors suggest that the need to revise the Law Notary especially those relating to
sanctions against notaries who doubled as the State Officials, as well as the necessary role of the Notary
Supervisory Council to supervise the implementation of the Notary in his post.



